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SINGLE MAJORITY GOLKAR DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA

EKSISTENSI GOLKAR DI INDONESIA

Profesor Miriam Budiardjo dalam bukunya “Dasar-

Dasar Ilmu Politik'", mengatakan bashwa dengan meluasnya
kesadaran bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diper
hitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, ma-
ka partai politik telah lahir secara spontan dan berkem=
bang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan
pemerintah dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap
sebagal mamefestasi dari suatu sistem politlk yang sudah
modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan di
ri. Maka dari itu, dewasa ini di negara-negara baru pun
partai sudah menjadil lembaga politik yang biasa dijumpai
(Budiarjo, 1991: 158).

Sehingga di negara-negara yang menganut faham de-

mokrasi, gagasan mengenal partisipasi rakyat mempunyail

dasar ideologis bahwa rakyat berhak turul menentukan si-
épa—siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menen
tukan kebijaksanaan umum (public policy).

Indonesia sebagal negara hukum yang menganut sis-
tem pemerintahan demokrasi Pancasila, sangat memperhatl-
kan partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan ber

negara sebagal modal dasar pembangunan nasional. maka
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dari itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1985, tentang kebijaksanaan pemerintah mengenai Partai -

Politik dan Golongan Karya menyatakan:

1. Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya adalah:

a. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud

AT e Mrdane=lIndang Dasar QL5
dalam Undang-unaang LUdodl 191 [}
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b. Menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata

rituil dan materiil berdas Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatl

i1l

an Republik Indonesia.

c. Mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila (Ps.3)

Partal Politik dan Golongan Karya memperjuangkan ter-
capainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pacal 3 me
alui program-programnya dengan iiwa atau semangat ke

keluargaan, musyawarah, dan gotong royong (Ps. -
{ ] ¥ [} \

Suatu sistem kepartaian pada hakekatnya hanyalah

o ua u

sub sistem dari sistem politik. Sistem politik itu sendi

ri mengandung struktur dan proses. Strutur tidak hanya

L

terdiri atas lembaga-lembaga kenegaraan formil legal se-

perti perwakilan-perwakilan rakyat, birokrasi dan peradi

lan, tetapi juga bentuk-bentuk organisasi lainnya seper-

ti golongan kepentingan atau penekan, medla massa, bah~

kan kesemua bentuk-bentuk strukturil lainnya sejauh ber-

pengaruh pada sistem politik (Siahaan, 1984: 26-27) .

Proses politik yang merupakan interaksl dari ba-



36

gian-bagian (sub sistem) yang membentuk struktur politik
sudah terang akan dipengaruhi oleh lembaga surplus kekua
saan. Sebab proses politik pada dasarnya hubungan kekua-
saan, kekuasaan yang lebih besar akan mengarahkan kekua-
saan 1lain yang lebih kecil. Struktur politik mantap,
apabila interaksi antar kekuasaan yang dimiliki bagian-

bagiannya selalu dalam keseimbangan. Artinya ba z1an-bagl
annya itu memberi kekuasaan atau melakukan fungsinya se-
sual dengan dasar keheradaannya. Kalau tidak, maka kesta
bilan itu tak lain adalah kestabilan semu. Lantaran tiap
bagian melakukan fungsi semu, fungsi yang tak semestinya
Biasanya oleh konstitusl negara, bagian-bagian ini telah
ditata seimbang mungkin (Siahaan, 1984: 27)-

Maka dari itu, se jak pemerintahan Orde Baru
pemerintah bertekat menciptakan format baru dan prospek
politik Indomesia. Dengan memakal latar belakang se jarah
perkembangan politik Indonesia. Sehingga Jjelaslah bahwa
pemerintah Orde Baru tidak ingin terjebak dan berusaha

tilk serta kele-

(=

menjauhkan diri dari masalah-masalah pol
mahan-kelemahan yang terjadi saat pemerintahan Orde lamé.
Sejak pengukuhan Soeharto menjadi presiden penuh
oleh MPRS dalam bulan Maret 1968 dapat dipakal sebagai
sebush ukuran bahwa kaki Orde Baru sudah tertanam kuat.
Sungguhpun begitu, Soeharto yang menjadi pemimpin Orde

Baru ini .kini dihadapken pada sebuah persoalan penting
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tentang format politik macam apa yang seharusnya dan
sebaiknya ditumbuhkan dan dikembangkan sehingga dapat mgn
jadi sebuah mekanisme yang dapat diandalkan untuk keper-
Juan membangun Indonesia kembali. Di satu pihak, format

politik baru itu harus mampu memberi semacam kepuasaan

ing-pendukung @rde Baru yang beraneka ragan

dari kesulitan=kesulitan politik yang pernah ber jangkit
dalam masyarakat dimasa-masa yang sudah, Itu semua me-
nunjukkan kepada keperluan untuk menciptakan sebuah for-
mat politilk baru yang mampu menghasilkan kKetenangan dan

kestebilan di masyarakat (Alfian,1981: L7

Salah satu jalan yang ditempuh Soeharto dengan
Orde Barunya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu

adalah menciptakan proses pertumbuhan sebuah kekuasaan
eksekutif yamng kuat, bersamaan dengan proses pengukuhan
posisi militer beserta Golongan Karya sebagal landasan
kekuatan utamanya. Seiring demgan itu proses penyederha-
naan sistem kepartaian berlangsung pula dengan launcar
dan sistematis. Semua itu telah berhasil menciptakan se-
macam kestabilan politik. Dengan demikian sebush format
sistem politik baru telah terbentuk.

Cerita sukses besar mengenal pembentukan format
politik baru ini menurut Alfian dalam bukunya "Pemikiran

dan Pembaharuan Politik Indonesia", terletak pada berha-
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silnya militer menduduki dan memainkan peranan dominan ,
yang sangat menentukan dalan politik. Dari kenyataan ini
lahirlah apa yang sekarang dikenal dengan tugas dwifung
si ABRI, yang berarti hak dan kewa jiban militer dalam ke
dua bidang yang berbeda (Alfianm, 1981: 49).

Memang sejak usaha Sgeharto menempatkan dwifungsi
ABRI sebagal bagian yang mantap dalam sistem politik, da
pat menciptakan proses pembentukan sebuah kekuasaan ekse

kutif yang kuat dan efektif. Disamping itu pola tingkah

militer Jjuga Jjelas menun =

laku politik Soeharto bers:

e |

zun sebuah ergan politik

npannya untux membda

o

Jukkan keing
sipil, Golongam Karya (GOLKAR), yang kuat yang dapat di
pakail sebagail sambungan tangan mereka agar kekuasaan yeng

mereka miliki dapat dipergunakan secara efektif. Adanya

sebuah GOLKAR yang kuat akan tambah memantapxan posisi
dwifungsi di dalam sistem politik, dan pada waktu yvang
sama tambah memperkuat posisi kekuasaan eksekutllif yang
di pimpin Soeharto.

Sehingga Syafii Maarif dalam busunya "Mewmbumikan
Islam'", mengatakan bahwa lima belas tahun sudah berjalan
sejak Golkar yang dideking ABRI menjadi pemain utama da-
lam perpolitikan Indonesia dari .skala yang paling rendah
sampai pada skala nasional. Suara yang diraihnya dalam

pemilu pasti diatas 60 persen, sementara dua parpol, PPP

dan PDI harus merasa puas dalam posisi parpol penggiring.
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Tapl kemenangan GOLKAR itu menurut sementara pengamat
belum tentu murnl dan mandiri, karena dibelakangnya ada
pemerintah dan ABRI. Parpol tidak mempunyail Jjalur biro -
krasi untuk memenangkan pemilu. Parpol hanya mempunyal

1shan di wilayah legislatif yang serba terbatas (Maarif,

‘_/

1995: 198)

Hal senada Jjuga di gampaikan oleh DR. Sri  Bintang

Pamungkas dalam makalahnya " Demokrasi dan Peranan Pemu-

1

da dalam Demokratisasi', mengatakan bahwa GOLKAR adalah

Lk

r

OPP yang terbesar yang telah memenangkan setlap pemilu
dalam zaman Orde Baru. GOKAR sebagai OPP telah dipergung
kan sebagal kendaraan oleh ARRT dan birokrasi untuk meme
gang kendalli kekuasaan dalam pemerintahan dan mendomina-
si kekuasaan eksekutif di atas legislatif. Selama berta-
hun-tahun sejak Orde Baru, para birokrat dan ABRIlah,
yang pada hakekatnya menikmatil kekuasaan, menjalankan ro
da pemerintahan dan pembangunan. ABRI tidak mungkin men-
jalankan itu semua sendiri, baik secara politis maupun
profesional. Demikian pula para birokrat tidak mungkin
bekerja tanpa perlindungan kekuatan ABRI. Oleh sebab itu
ABRI, birokrat, dan GOLKAR sebagai suatu wadah politik
adalah kekuatan-kekuatan politik yang tak mandiri (Nasri
1993; 100).

Sehingga jelaslah bagi kita, bahwa eksistensi GOL

KAR sebagai single majority dalam sistem politik di In-
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donesia merupakan kemauan politik pemerintah Orde Baru
dalam rangka menciptakan kekuasaan eksekutif yang kuat
dengan mempertahankan status quo, sehingga tercipta sta-
bilitas politik yang mantap dan terkendali, yang pada ak-
hirnya dapat merealisasikan pembangunan nasional secara

T SaTUus

lancar dan berkesinambungan. Dan harus

1-4 4

kita a2kul bersama

4

rane dihasilkan oleh format politik ba-

7

bahwa jerih payah

.

ru ini dalam bidang pembangunan ekonomi merupakan kenyatg
an-kenyataan yang sulit untuk dibantah.

Jadi sejak berdirinya sampal sekarang, GOLKAR me~
mang diciptakan untuk menang dalam pemilihan umum-pemili-
han umum yang dilaksanakan. Sehingga tidak aneh bila da-

asi itu, GOLKAR banyak

|

lam pelaksanaan Proses pesta demok
diuntungkan dan mendapatkan pemihakan dard kebi jakan-kebl
jakan pemerintah. Dan GOLKAR tetap eksis menjadi single

majority yang tak tersaingi. Ini bisa terjadi karena ek~

sekutif atau birokrasi yang noto bene pegawal negeri dan

tergabung dalam KCRPRI adalah salah satu kekuatan utama

o

bagli GOLKAR. Dan ini berlangsung sampai saat ini.
Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah sebagal pe-
laksana setiap kali pemilihan umum untuk memenangkan 8Sa-
lah satu peserta atau kontestan, bertentangan dengan prin
sip-prinsip demokrasi dan cita-cita UUD 1945. Sri Bintang

Pamungkas dalam makalahnya nDemokrasi dan Peranan Pemuda

dalam Demokratisasi', mengatakan bahwa setelah hampir 50-
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tahun merdeka, ternyata demokrasi sebagaimana dicita-cita
kan oleh UUD 1945 belum terwujud sepenuhnya di Indonesia.
Bahkan, berbagal penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 19
45 semakin kentara. Hal ini tidak terlepas dari praktek

politik yang dijalankan oleh Orde Baru selama 25  tabun.
Kalau pada awal Orde Baru dulu dikecam praktek demokrasi
terpimpin yang menyimpang dari demokrasi yang berdasarkan
UUD 1945, maka apa yang dira ~kan sekarang tidak lain a-
dalah praktek semacam demokrasi terpimpin pula yang tidak
membawa Indomesia kepada cita-cita UUD 1945. Artinya, pi-
hak penguasa megara mempunyal kekuasaan mendefinislikan
sendiri pengertian demokrasi Indones ia, seakan-akan itu-
lah praktek demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Apa yang disampaikan Bintang diatas memang sangat
beralssan. Sebab usaha yang dilakukan Orde Baru untuk me-
menangkan GOLKAR di tiap-tiap pemilu terkadang terlalu o~
ver lapping, sehingga tidak segan-segal melakukan tinda-
kan- tindakan yang terkadang vericnlangan dengan nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945.

Berbagai kenyataan menunjukkan adanya diskrimipasi
yang jelas di antara warga negara, dalam bentuk perlakuan
yang tidak adil. Misalnya dalam soal pemilu: Jabatan-jsba
tan yang secara politis strategis, termasuk RT/RW, Lurah/

Camat, hanya diberikan kepada kelompok GOLKAR 8aja, de
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ngan alasan floating mass, adalah pelanggaran terhadap pa
gal 27 (ayat 1). Belum lagi kepanitian pemilihan umum da~
ri tingkat pusat sampai tingkat daerah yang dikuasai ham-
pir seluruhnya oleh GOLKAR.

Pekavasa politik massa mengambang yang diterapkan
pemerintah, menurut M. RusliKarim, semakin memutuskan hu
bungan partail politik dengan massa di pedesaan, mengingat

tanda gambar partai politik hanya sampai ditingkat Kecama

tan. Akar-akar yang mempertautkan partal politik dengan
massa yang secara sosiologis, 80 persen lebih berada di -
kawasan pedesaan telah terputus. Partal tidak dapat me-

laksanakan dan menjalankan fungsi sosialisasi dan komuni-
kasi pada tingkat bawah. Partai hanya menjalankan fungsi

7

n dengan aktivitas di par-

fungsli yang langsung berhubunga
lemen. Aktivitas partai tidak lebih dari fungsi parlemen
(Karim, 1992: 4=5).

Jelas-jelas bahwa adanya kebi jakan mascsa mengam -

1 (Y

bang di pedesaan lagi-lagi menguntungkan GOLKAR. Sekall
lagi kebijaksanaan ini pada dasarnya hanya memperbolehkan
orpol bergerak pada tingkat kecamatan saja. Bagi GOLK AR
keadaan ini tidak terlalu memusingkan, karena aparat-apa-
rat pemerintah di pedesaan mempunyai ikatan yang sangat g
rat dengan GOLKAR. Melaluil aparat-aparat inileh, upaya
menghimpun suara di pedesaan dapat berjalan untuk mengun-

tungkan GOLKAR (Alfian, Sjamsuddin, 1988: 74-75).
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Sedangkan Nazaruddin Sjamsuddin, dalam makalahnya
Politik di Indonesia, mengatakan bahwa dengan mengeluar -
kan UU No. 3/1975 tentang floating mass, pemerintah ber-
upaya untuk membebaskan masyarakat pedesaan dari politik
sehingga lebih dapat menunjukkan perhatian pada kegiatan-

nya yang produktif. Dengan adanya UU ini maka partai po-

14tik tidak boleh mengadakan kegiatan di deerah pedesaan.
Ini berarti melepaskan kaitan partai politik dari massa -
nya. Sementara itu GOLKAR, Yyang secala resml tidak meng -
anggap diri sebagal partail politik, tidak terpengaruh o-
leh UU itu. Ja terus dapat berkomunikasl dengan massanya
di pedesaan, baik melalui jalur birokrasi pedesaan, atau
organisasi-organisasinya sendirl (Rodee dkk, 1993: 601).

Dengan berlakunya UU ini, Rusli Karim memberikan
bukti hasil pemilihan umum tahun 1982, di mana perolehan
suara GOLKAR di pelosck-pelosok desa yang jauh dari kera-
maian mendapat suara mayoritas. Hanya dikota-kota saja ke
dua partai politik 1itu mendapat suara yang agak memadai .
Penekanan keamanan yang berlebihan di desa-desa, ditambah
kurang beraninya pengurus partail bergerak di daerah ter-
sebut sangat memperlicin jalan bagi kemenangan GOLKAR
(Karim, 1993: 212-213).

Agak aneh, memang, ditengah-tengah kéhidupan masya

rakat yang semakin maju, justru partai-partai politik ti-

dak dapat memnjalankan fungsi-fungsinya secara baik. Apa -



kah hal ini merupakan gejala perkembangan yang kurang se-
hat atau karena sebab-sebab lain. Dalam hal ini patut di
simak uraian Mehden tentang politik negara berkembang. Ada
lima alasan untuk menentang kompetisi politik berpartai:
Partai-partal politik merusak kesatuan nasional.

2. Organisasi pejuang nasionallah yang menyelamatkan ne
gara dan mempunyal mandat untuk memberikan nikmat ke
merdekaan itu kepada rakyat.

3. Jumlah partal yang semakin bertambah itu menyia-nyia

a.

08

kan waktu dan tenaga yang amat berhal
. Sistem pemerintahan berpartal yang berbentuk parlke -
men barat tidak sesual dengan suasana setempat.
5. Persainganm partai tidak penting karena tidak sesual
dengan sifat ketika pembentukan partali tersebut.
engan berlandaskan kenyate ,an-kenyataan diatas, ti
dak berlebihan kiranya bila Alfian dan Nazruddin Sjamsud-
din dalam bukunya "Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia
mengungkapkan kekawatirannya, bahwa selama empat kali pe-
milu kita telah menyaksikan dominasi GOLKAR yang tidak
tergoyahkan. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, domina
si seperti itu belum pernah dicapai oleh kekuatan politik
lainnya. Di tinjau dari satu segi, keadaan demikian . me-
mang diperlukan bagi tercapailnya stablilitas politik. pada

segl lain, keadaan itu bisa menjurus kearah suasana kehil-

dupan '"monolitik" yang pada dasarnya tidak dikehendaki -
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oleh demokrasi Pancasila yang di cita-citakan bangsa
Indonesia (Alfian, Sjamsuddin, 1988: 68).

Kekawatiran diatas memang sangat beralasan. Seti -
daknya hél ini disinyalir oleh Rusli Karim dalam bukunya
nperjalanan Partal Politik di Indonesia'", Ia mengatakan ,
sepanjang ABRI dan pemerintah dapat berjalan seiring deng
an GOLKAR secara serasi, selama itu pula kekuatan GOLKAR
tidak tergoyahkan. Hubungan ABRI - GOLKAR kini semakinmya
ta dan tidak ditutup-tutupi lagi. Hal ini bisa disimak da
ri ucapan pimpiman teras GOLKAR - ABRI yang baru-baru ini
mengakul dengan tegas, bahwa hadirnya ABRI di DPR adalah
untuk memperkuat GOLKAR, untuk menjaga agar terjadi mayo-
ritas disalah satu organisasi politik. Dengan kata lain

ABRI pun sudah berada di salah satu pihak (kekuatan poli-
tik) .(Rarim, 1993: 215).

DOMINASI GOLKAR DALAM PENGAMBILAR KEPUTUSAN

Kekuatan politik sebagaimana dimaklumi, pada umum-
nya memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan politik, deng
an cara-cara konstitusionmal. Dalam konteks I8 agaknya
tidak ada satu kekuatan politik pun yang tidak ingin men-
dapatkan, memperbesar, atau setidak-tidaknya'mempertahan—
kan kekuasaan politik atau kursimya dilembaga politik
perwakilan rakyat. Sehingga kekuatan-kekuatan politik

yang mendapatkan kekuasaan politik, akan dengan sendirinya



46

mempunyai akses menduduki jabatan-jabatan yang strategis
yang bisa mempengaruhi kebi jakan-kebijakan balk di peme -
rintahan maupuh di legislatif.

Demikian halnya demngan GOLKAR. Sebagal organisasi

politik yang selalu memenangkan proses pemilihan  umum,

e Yi 3

maka sangat logis bila GOLKAR menginginkan porsli yang le

bikh besar dari partai politik yang lain, PPP dan PDI. Bal

U~

ini masih dalam kerangka kewajaran dan masih sesual de-
ngan prinsip keadilan mayoritas.

Tentang prinsip keadilan mayoritas inl dislinggung
oleh David Miller dan Larry Siedentop dalam bukunya "Po-
litik dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat dam Teori" la
mengatakan, bahwa persamaan politik meminta bahwa masing
masing harus memiliki hak yang sama dalam partisipasi ,
dan secara khusus, bahwa masing-masing harus mempunyal
suara dan bahwa setiap suara harus sama-sama diperhitung
kan. Kalau terdapat ketidakcocokan dalam pilihan-pilihan
dan bila setiap suara sama-sama diperhitungkan, maka u-
sul yang dipilih oles wayoritas harus diawbil. Untluk me-
menubi kemauan minoritas agar menang, haruslah diberikan
bobot yang lebih besar pada suara dari setiap anggota mi
noritas dari pada suara dari setiap anggota minoritas,
dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap persamaan

politik (Miller, Siedentop, 1986: 261).

Masih menurut Miller dan Siedentop, bahwa setlap
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orang yang menjalankan demokrasi dan aturan mayoritas ha
rus membutuhkan pemeliharaan atas hak-hak tersebut. Sa-
1ah satu alasannya adalah bahwa hak-hak tersebut didu -

kung oleh primsip persamaan yang menopang prinsip mayori

tas itu sendiri. Lainnya adalah bahwa suatu mayoritas
yang menghilangkan hak-hak demokrasi dari sebagian ma-

syarakat, berarti merusak hak mayoritas masa yang akan
datang untuk menjadi mayoritas pada masyaraka
(Miller, Seidentop, 1986: 262).

Dari konsep prinsip keadilan mayoritas yang disam
paikan oleh Miller dan Seidentop diatas; secara implisit
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa harus ada prinsip-
prinsip persamaan keadilan antara mayoritas dan minoritss
yang harus dijunjung tinggi. Artinya minoritas tidak bo-~
lek menuntut porsi lebih dari mayoritas, begitu pula se-
baliknya mayoritas tidak boleh menindas hak-hak minori-
tas dengan mendominasi keseluruhan hak-hak yang ada.

u bagaimanakah dengan GOLKAR, apakah dengan

single majoritynyaz GOLKAR sebagai konsekwensi logis keme
nangannya di setiap pemilihan umum membuat GOLKAR mendo-
menasi kekuasaan dan pengaruh di pemerintahan maupun di

legislatif? .

1. PEMERINTAHAR

Di tinjau dari kromologis berdirinya dan orang

yang melahirkan GOLKAR, Rusli Karim mengatakan bahwa
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GOLKAR tidak lagi bisa disebut sebagal sekedar the ru
ling party yang kebetulan memerintah, tetapi sudah me
rupakan the government's party. Sehingga menurut Rus-
1i selanjutnya, di sini akan terlihat kecenderungan

yang lebih besar bagi hadirnya kehidupan politik yang

monolitik, karena partai jpolitik tidak akan mampu la-
gi mengimbangi GOLXAR (Kardm, 1993: 176).

Masih menurut Rusli, Spextirum politik yang tam
pak lebih mengarah kepada monolitisasi suatu golongan
dalam rangka mempertahankan status quo rezim tertentu
inilah yang menjadl sumber kritik dari orang-orang a-
tau kelompok maupun lembaga yang berada diluar stru -
tur, baik infra maupun supra, sebagal manefestasi da-
ri keterpukausn mereka ataupun sekaligus merupakan me
nyatalaksanakan rasa ikut bertanggung Jawab mereka
dalam mewujudkan kondisi yang favorabel bagi kehidu -
pan politik yang sesual dengan pola yang diinginkan O
leh demokrasi Pancasila (Karim, 1995: 122):

Apa yang disampaikan Rusldi Karlm diates tidak
terlepas dari sangat strategisnya peran penerintah a-
tau eksekutif dalam mewujudkan masyarakat demokrasi .
Sehingga Rusadi Kantaprawira dalam bukunya "Sistem PQ
1itik Indonesia" mengatakan, bahwa dari uraian struk-

tur politik, terlihat bahwa eksekutif memegang pera =

nan yang sangat penting dalam mengarahkan dan membawa
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masyarakat secara keseluruhan kearah suatu tujuan texr
tentu. Tujuan termaksud akan diwujudkan melalul serang
kaian kebijaksanaan. Rencana pelaksanaan pencapalan
tujuan dengan demikian merupakan tanggung jawab darl
pemerintah (Kantaprawira, 1988: 180).

Berpijak dari pemikliran dlatas, bisa kita ba =

1

yangkan bagaimana nasyarakat demokratis akan terben -~
tuk bile proses perekrutan eksekutif di dominasi dan
berkoalisl dengam satu kekuatan politik saja, CGOLKAR.
Hal ipi bisa dilihat dari susunan kepengurusan GOLKAR
sendiri memperlihatkan bahwa dari timgkat dewan pembi
nanya sampai pimpinannya di tingkat kecamatan sebagi-
an besar adalah pejabat-pejabat pemerintah yang noto
bene pegawai megeri sipil. Sehingga dalam berbagal ke

sempatan terutama dalam kempanye atau acars resmi se-

lama pemilu sering sulit dibedakan apakah seseorang

=1

yang melakukan kegiatan tersebut bertindek selaku ang
gota GOLKAR ataukah pejabat negara.

Belum lagi kalau kita melihat jabatan struktu-
ral di pemerintahan, hampir seluruhnya dikuasai oleh
GOLKAR, ABRI yang GOLKAR atau purnawirawan ABRI yang
GOLKAR. Hal ini bisa kita lihat Jjabatan dari tingkat
RT/RW, Kepala Desa dan Lurah, Camat, sampal Gubernur,

di domipmasi GOLKAR. Begitu pula halnya dengan jabatan

menteri atau pembantu presiden semuanya adalah GOLKAR.
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Dari kenyataan diatas, Rusadi Kantaprawiwa me-
ngatakan bahwa pola pengembangal aparatur negara yang
mentolerir adanya ikatan dengan kekuatan-kekuatan po-
1itik tertentu, akan mengakibatkan fungsi aparatur ne
gara yang semestinya melayani kepentingan umum tanpa

perkecualian, menjadi cenderung melayani kepentingan

golongan menurut ikatan primordial, Pengangkatan peja

=

bat yang merupakan kewenangan eksekutify dilakukan a-=
tas dasar senang dan tidak senang. faka tumbuhlah se-
macam sistem famnak emas!
bar anggota aparaturl
ngannya dan setlla kepada negara sekaligus, adakalanya
mempuat mereka leluasa dan dengan semena-nena mentor-
pedo kebd jakan pemerintah yang herkuasa (Kantaprawira
1988, 188)a.

Sinyalemen yang disanpaikan Rusadl diatas, sa-

ngat relevan dengan realita yang ada. Setidaknya hal

ita saksikan di setiap diadaken pemilihan U

ini bisa k

¥

mum sebagal medlia pesta demokrasi di negara kita. Taa
pak tramsparan sekali peranan birokrasi atau ekseku -
tif dalam rangka memenangkan golongannya, dalam hal
ini GOLKAR. Begitu pula halnya dengan kebi jakan-kebli-
jakan birokrasi sangat kentara menguntungkan  GOLKAR
atau setidaknya meligitimasikan eksistensi GOLKAR se-

bagal single majority yang tidak trtandingi oleh sia-
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papun. Sehingga dengan kebesaran kekuasaan GOLKAR 1tu
di manfaatkan oleh pemerintah untuk mempertahankan ke
dudukannya (status quo) . Memang merupakan suatu koall
si yang sangat rapl dan sistematis sekali untuk men-

ciptakan suatu stabilitas politik yang mantap dan ter

g e Cm v slean membangunan ek
kendall dalam rangxa melaksanakall pelilbalg unan gf;‘xongmi

di satu sisi, dan mengesampingkan pembangunan sosial
politik di sisi lain.

Memang harus kita akui, bahwa dalam keadaan ti
dak ada kestabilam pemerintah atau politik, ekesekutif
lebih bersifat kompromistik dalam mengambil keputusan
atau tidak bisa bertindak tegas, karena lebih memper-
hatikén kelangsungan Jjabatannya ketimbang bertindak

kekar, dengam akibat, segala programnya akan menjadi

¥

ja sukar di wujudkan dalam keadaan yang instabil (Kan
taprawira, 1988: 180).

Tetapl, Jjangan karena semata-mata kondisli se -
perti itu lalu hak-hak rakyat yang paling esensl da-
lam masyarakat demokrasi lalu bebas ditindak dan di
bunuhi. Atau dengan kata laln, memperbolehkan berba-
gai macam cara semata-mata untuk menciptakan dan me-
lakukan pembangunan di satu sektor saja, yaltu ekono-

mi, dan mengesampingkan pembangunan di sektor lain.

Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita pembangunan yag
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diamanatkan oleh GRHN, yaitu membangul manusia Indong
sia seutuhnya atau pembangunan di semua sekior. Dan
pembangunan di semua sektor ini hanya rnungkin berja-
lan lancar billa ada stabilitas sebagal syarat mutlak-
nya (conditio sine qu& non) .

.alita diatasy Rusli Karim mengatakan P&
merintah yang telah berhasil melakukan kooptasi poli-
tik, tidak lagi memandang partai politik sebage anca
man yang membahayakan Jlka tidak di ikutsertakan da-
lam rekrutmen elite politik dan proses penganbilan ke
putusany bahkan mupgkin sebaliknya. Begitu pula dalam

|
4

pemerintahan s ejak dari eselon pertama, semuanya diba-

gl habis oleh pegawal negeri yang noto pene GOLKAR
(Karim, 1992% 8) .

Jadi merujuk dari analisa-analisa di atas, cu-

kup argumentasi menyimpulkan bahwa sangat kuat sekall

dan berpengaruh sekall eksistensi GOLKAR dalam peme -
rintahan, balk dalam pengambilan ke putusan dan kebi ja

kan-kebijakan di elite kekuasaans.

LEGISLATIF

Sebagal realisasi pelaksanaan UUD 1945 secara
murni dan konsekwen, pemerintah Orde Baru telah menyg
lenggarakan pesta demokrasi pemilihan umum sebanyak 5

(lima) kali, ysitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987,




7k,

dan 1992 yang lalu. Tujuan pemilu tersebut adalab un-
tuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di DPR mau -
pun DPRD. Melalul pemilu ini rakyat menentukan wakil-
nya yang akan duduk dalam DPR dan MPR. Kemudian mela-
1ui wakilnyz dalam MPR, rakyat memilih presiden, yang
kemudian membentuk pemerintahan (Rodee dkk, 1993: 604)

Pemilihan umum me nurut Rusadi Kanta Praw ira da
pat diklasifikasikan sebagal salah satu jenis partisi
pasi rakyat dalam politik. Darl seiarah politik Imndo-

pesia terlihat adanya krisis partisipasi

I.J
w

©
b
1o

b

koknya disebabkan oleh
1. Logika formal yang menyataken bahwa guprastruk -
tur politik di bentuk tanpa melibatkan keikutser
aan rakyat, sehingga setlia] kebijaksanaan Yang
diambil oleh suprastuktur poldtdk sedikit banyak
dirasakan sebagali kurang ikatan batinnya dengan
sebagian rakyat (selama sebelum berlangsungnya
peni
2. Setiap keputusan politik suprastruktur politik
harus mengikat dan dipaksakan (enforceable), ter
nyata karena adanya pengkotakan dan aliran Yyang
sempit (primordial, kesukuan, dan lain-lain) ti-
dak mendapat respon dari rakyat.
3. ketakacuhan (apathy) yang tumbuh dan sering pula

disusul dengan manifestasi ekstrem berupa 5Sepa-




54

ratisme dan demonstrasi.

4. Volume tuntutan tidak mendapatkan wadah yang cu-
kup dalam suprastruktur politik, karena
dalam proses demokratik masih diperlukan adanya

penghalusan dan penggabungan 28pirasi mel=lui po

ct

ses artikulasi dan agregasi, maka tun
sebut lebih besar dari pada kapasitas sistem. Ak
hirnya, banyak persocalan pembangunan yang tujuan
skhirnpya mengembangkan masyarakat menjadi terpu-

5

tus atau terganggu (Kantaprawdra, :1988: 176).

Hubungarnnya dengan legislatif adalah, bahwa ia
adalah suatu cabang pemerintah dalam arti luas (depart
ment of government) yang berhubungan dengan pembuatan
undang-undang (making of laws), karena sampai batasan
tertentu, dalam kenyataannya, sering memerlukan kekug
tan statuter (statutory force). Dalam hal ini statutg
ry force pemerintah di DPR adalah GOLKAR yang mempu -
nyail mayoritas tunggal.

GeJala bahwa tidak ada salah satu kekuatan po-
litikpun yang tidak ingin mendapatkan, memperbesar ,
atau setidak-tidaknya mempertahankan kekuasaan poli =
tik atau kursinya dalam lembaga politik perwakilan s
perti dijelaskan diatas, bisa difahami bahwa kekuasa-

an politik yang dilambangkan dalem bentuk kursi itu

tidak saja diperlukan tetapi juga dibutuhkan oleh
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suatu kekuatan politik untuk men jalankan kebijaksana-
annya. Semakin banyak jumlah kursi yang dikuasal, B€-
makin lapang jalan baginya dalam menjalansan kebi jak-
sanaan, dan sebaliknya bila tidak. Oleh karena itulah
dalam setiap kali pemilu tampak masing-masing organi-

; PO, e RS
usana keras membe

oleh kursi sebanyak

n
W
in

J
)]
w
4]

"

3
t
ay
o]
M
3

1 3 = ~11 AT Aalrvuat = o _
banyaknya dengan cara meraih suara rakyat pemilil se

3
J L]

besar-besarnya (Alfian, S jamsuddin, 19883 56

rksistensi GOLKAR sebagal organisasi peserta
emilu, disetiap dilaksanakan pesta demokrasi ini se-
p s I

b 1

itas. Hal ini setidaknya bisa

-

lalu menjadi yang mayo

kita lihat tabel perimbangan kekuasaan politik di DPR

tahun 1971 sampal dengan 1987, dibawah ini 3

| xeruatan L0711 1977 { ‘1082 | 19087 1
i Politik iKrS : % ' Krs i % EKr& i /" 1Krs ! %.i
T T . f ! ] ! 1
- - 20 - @ 20 19255
DP P 1 ! ¥ 1QC 1 ¥ L i ¥ 14 9
o gk L7199 15" (oK i’ 1©7 20,
; ! s B o= 1 8 ! 1
. PDI 130 16492129 16,31,24 15,21140 8,0!
: 1 e Ok Ve | leg | ;59 f
; GOLKAR 1236 12,° "232 1z’ 'a4b 1729 1299 (727!
i (20 1300 5T s (T R T 100y
; GOLKAR non 125 15,44125 15,44121 14,580 - - !
i ABRI ! : ! ! ! ! : : !
1 ! 1 i ! ! i x i
! i 1161 1 116 : 116: ; : :
, GOLKAR ABRI!7> l39 72 ! 1725 | 1100 ,20 !
s i ! lz’O | 30 1 5
! T CAtls S R D M N
! . 1 ! § 1 1 I 1
,  JUMLAH 460 100 460 {100 1460 {100 ,500 100.

Sumber: 1. Djohermansyah Djohan, Partai-Partai Poll -

tik Indonesia, Skrimsl pada IIP Jkt, 1984,

2. Kompas, 7 Juni 1987 (Alfian, 1988: 63).
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Dari penjelasan tabel diatas, dapat kita sim -
pulkan bahwa suara GOLKAR di DPR dari pemilu pertama
sampal tahun 1987 sangat mendominasi. Sehingga sangat
memungkinkan bagi GOLKAR untuk menentukan kebijakan=
kebi jakan yang dikeluarkan oleh Dewan pPerwakilan Rak-

yat ini, walau sekalipun ada koalisi diantara partal

D

politik dalam DER.
Sehingga Rusli Karim menyatakal, bahwa diluar
dugaan ternyata GOLKAR telah mampu menampilkan suatu

1 P
o T

prestasl yang gsangatl mencengangkal. Terlepas darl ba=-
gaimana proses terjadinya kemenangan tersebut, dari
sini kita bisa menarik kesimpulan dan pelajaran ber-
harga jika dilihat jari pertumbuban partal politik ,
bahwa pamor partal politik semakin menurun, Tidak sa=
ja dilembaga legisiatif mereka tergolong minoritas -
walau berkoalisi semua partai sekalipun- melainken ju
ga eksekutif. Selanjutnya menurut Rusll Karim, di le=
gislatif gambarannya, baik ditingkat nasional maupun
di daerah-daerah, jumlahnya hampir tak berarii sama
sekali, secara kwantitatif, Jjika dibandingkes dengan
GOLKAR (Karim, 1993: 171).

Ttu berarti jumlah suara yang diberikan rakyat
pemilih untuk partai-partai politik (parpol) sangat

kecil dibandingkan suara yang mereka berikan kepada

GOLKAR. Padahal parpol telah lama dikenal rakyat, dan




GOLKAR merupakan kekuatan politik baru dan sama seka-
1i belum berpengalaman dalam pemilu. Gejala ini agak-
nya bisa ditafsirkan sebagail terjadinya krisis keper-
cayaan rakyat terhadap parpol, sehingga rakyat berpa-
ling kepada GOLKAR. Sikap rakyat ini memberi kontribl
si cukup besar bagi lemahnya parpol, dan kuatnya GOL-
KAR di DPR (Alfian, S jamsuddin, 1988: 57).

Bertitik tolak dari analisa déiatas, dapat dika
takan bahwa kedudukan partal politik yang cenderung
mengutamakan ideologi politik tidak mempunyal akses
yang sepadan untuk muncul sebagail kekuatan pengimbang
di DPR. Karena pada saal yang sama pemerintah juga mg
restui GOLKAR sebagal kekuatan politik yang didukung-
nya. Apalagi GOLKAR didukung oleh suara ABRI yang ada

DPR. Dengan kata lain, partai lebih dianggap sebagal

pelengkap dan mempunyal peranan fungsi yang terbatas

Penciptaan kondisi perolehan kursi di DPR yang
didominasi GOLKAR, dan ditambah suara ABRI yang tidak
dipilih itu, tidak lepas dari keinginan pemerintah .
Hal ini dikatan oleh Alfian sebagal usaha pemerintah
untuk menjamin kelangsungan Pancasila dan UUD 1945,
yaitu memudahkan mencapal konsensus sehingga terhin -
dar dari terulangnya kemball se jarah demokrasi Libe =

ral. Kekawatiran terhadap kemungkinan munculnya kemba
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1i tingkah laku politik yang bebas secara tak terba =
tas itu tampak pula membayangi usaha-usaha untuk men=
jinakkan partai-partai politik. antara lain mengha =
lang-halangi mereka yang dianggap keras dan radikal
duduk dalam pimpinan partai (Alfian, 1981: 75).

Dari analisa Alfian.diatas, jelas sekall bagal
mana pemerintah bertindak begitu jauh untuk mencipta-
kan kesepakatan pendapat (xonsensus) i DPR. Selain
menciptakan GOLKAR mendominasi suara, juga menginter-
vensi eksistensi dan kedaulatan partaimpartai politik
yang ada. Sehingga menurut Rusli Karim, sehingge sea-
kan-akan menimbulkan kesan bahwa partal tida ak lagl me
miliki kedaulatan, seakan-akan serba diatur yang ak-
hirnya mengurangi kebebasan pagli partail politik (Rus=
li! 1'3;‘3 1?:?)-

Lebih jauh lagi, langkah nemerintah untuk me -

maksakan keingimannya dalam Jembaga DPR ini, tampak 2
danya ketakutan dari sebagian besar anggota DPR untuk
mersuara nyaring dan bebas menyampalxan aSpirasi-aspi
rasi rakyat yang diwakilinya, karena amcaman hantu re
calling. Sehingga Alfian dan Sjamsuddin mengatakan
bahwa kondisi ini menunjukkan elite menguasa dalam tu
buh orpol (lebih-lebih CGOLKAR) masih lebih kuat diban
dingkan kelompok parlementarian (£1fian, Sjamsuddin ,

1988: 80).
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Dari analisa-analisa dominasi GOLKAR di dalam
lembaga DPR, secara tidak langsung merupakan lantangan
bagi Orde Baru dalam pemilu-pemilu mendatang adalah ba-
gaimana menjaga kestabilan pola perimbangan kekuatan -~
kekuatan politik di DPR, sehingga disatu pihak GOLKAR
tidak menjadi kekuatan tunggal, dan dilain pihak parpol
tidak pula sirna kekuatannya.

Sehingga Alfian dan Sjamsuddin mendifinisikan o=
rientasi sistem politik demokrasi Pancasila terhadap pe
rimbangan kekuasaam politik di lembaga politik DPR pada
galibnya mengukuhi prinsip "mayoritas-minoritas". fkan

tetapi, sering didengungkan bahwa dalam alam demokrasi

Pancasila tidak dikenal dominasi mayoritas-minoritas ma
upun tirani minoritas atas mayoritas. Lebil lanjut di

katakan, bahwa demgan begitu, prinsip mayoritas-minori-
tas yang dikukuhi adalah yang bersandar kepada '"musyawa
rah-mufakat" antara kelompok mayoritas dengan kelompok

minoritas, bukan pemaksaan kehendak apalagi penindasan

-

oleh si kuat terhadap si lemah. Ini berarti setiap kebi
jaksanaan dan keputusan politik yang diolah dan dilahir
kan oleh DPR haruslah diusahzkan berdasarkan musyawarah
mufakat, tanpa (terlalu) menghitung besar kecllnya keku
atan politik, tetapi lebih menekankan pada mutu dan man
faat buah pikiran yang disumbangkan dalam musyawarah ba

gl kepentingan rakyat banyak (Alfian, Sjamsuddin, 1988:
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65-66) .

Harapan terciptanya perimbangan kekuasaan diatas
akan bisa tercapal apabila ada political will dari peme
rintah dengan dukungan penuh ketiga kontestan pemilu,
serta masyaraka Sebab perimbangan kekuassan tidak a-=
kan terwujud bila GOLKAR tetap didorong nenguasal suara
secara mutlak, baik di DPR maupun di MFE

Lebih Jjauh lagi, penerintah dan GOLKAR harus bi-
ghilangkan adanya azas depolitisasi Proses pemba-

ngunan yang selawma ini berlangsung, dan mendapatkan le-

tu semuz mustahil perimbangan ke

3
)
(A)

gitimasi. Sebab tan

kuasaan dan prinsip demokratisasi di semua bidang bisa

tercipta.






